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BUPATI BARITO SELATAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85,
Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia 5340);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6883);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4616);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6523);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
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24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6178);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
1425);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 547);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);

34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
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Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2),



5

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah
Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6);

39. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 1).

40. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17);

41. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021
Nomor 47);

42. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang
Perubahan Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan
Tahun 2022 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Menetapkan 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Selatan Nomor 6), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan lembaran Daerah 

Kabupaten Barito Selatan Nomor 7), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 

(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6), 

Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Nomor 1). 

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Barito 

Selatan Tahun 2017 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 17), 

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 46 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2021 

Nomor 47), 

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang 

Perubahan Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan 

Tahun 2022 Nomor 34). 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2022.
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Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, terdiri atas:
a.Pendapatan

1. Pendapatan Asli
Daerah

Rp80.625.168.698,42

2. Pendapatan
Transfer

Rp1.045.252.098.794,25

3. Lain-lain
Pendapatan yang
Sah

Rp3.412.730.027,00

Jumlah Pendapatan Rp1.129.289.997.519,67

b.Belanja Daerah
1. Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai Rp390.856.704.438,00
b) Belanja Barang

dan Jasa
Rp252.906.962.620,03

c) Belanja Bunga Rp922.040.472,00
d) Belanja Subsidi Rp926.898.010,00
e) Belanja Hibah Rp40.223.572.495,00
f) Belanja Bantuan

Sosial
Rp3.464.115.500,00

Jumlah Belanja
Operasi

Rp689.300.293.535,03

2. Belanja Modal
a) Belanja Modal

Tanah
Rp0,00

b) Belanja Modal
Peralatan dan
Mesin

Rp29.493.655.372,00

c) Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

Rp61.637.542.649,11

d) Belanja Modal
Jalan, Jaringan
dan Irigasi

Rp88.206715.128,00

e) Belanja Modal
Aset Tetap
Lainnya

Rp41.530.000,00

Jumlah Belanja Modal Rp179.379.443.149,11

3. Belanja Tidak
Terduga
Belanja Tidak

Terduga
Rp12.903.628.788,00

Jumlah Belanja
Tidak Terduga

Rp12.903.628.788,00

Jumlah Belanja Daerah Rp881.583.365.472,14

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022, terdiri atas: 

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli 

Daerah 

2. Pendapatan 

Transfer 

3. Lain-lain 

Pendapatan 

Sah 

Jumlah Pendapatan 

yang 

b. Belanja Daerah 

1. Belanja Operasi 

a) Belanja Pegawai 

b) Belanja Barang 

dan Jasa 

c) Belanja Bunga 

d) Belanja Subsidi 

e) Belanja Hibah 

f) Belanja Bantuan 

Sosial 

Jumlah Belanja 

Operasi 

2. Belanja Modal 

a) Belanja Modal 

Tanah 

b) Belanja Modal 

Peralatan dan 

Mesin 

c) Belanja Modal 

Gedung dan 

Bangunan 

d) Belanja Modal 

Jalan, Jaringan 

dan Irigasi 

e) Belanja Modal 

Aset Tetap 

Lainnya 

Rp80.625.168.698,42 

Rp1.045.252.098.794,25 

Rp3.412.730.027,00 

Rp390.856.704.438,00 

Rp252.906.962.620,03 

Rp922.040.472,00 

Rp926.898.010,00 

Rp40.223.572.495,00 

Rp3.464.115.500,00 

Rp0,00 

Rp29.493.655.372,00 

Rp61.637.542.649,11 

Rp88.206715.128,00 

Rp41.530.000,00 

Jumlah Belanja Modal 

3. Belanja Tidak 

Terduga 

Belanja Tidak 

Terduga 

Jumlah Belanja 

Tidak Terduga 

Rp12.903.628.788,00 

Jumlah Belanja Daerah 

Rp1.129.289.997.519,67 

Rp689.300.293.535,03 

Rp179.379.443.149,11 

Rp12.903.628.788,00 

Rp881.583.365.472,14 
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c. Belanja Transfer
1. Transfer Bagi Hasil

Pendapatan
a) Transfer Bagi Hasil

Pajak Daerah
Rp1.187.178.182,00

b) Transfer Bagi Hasil
Pendapatan
Lainnya

Rp513.659.682,00

2. Transfer Bantuan
Keuangan

a) Transfer Bantuan
Keuangan ke
PEMDA Lainnya

Rp485.000.000,00

b) Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa

Rp137.494.211.160,00

Jumlah Belanja
Transfer

Rp139.680.049.024,00

SURPLUS/ DEFISIT Rp108.026.583.023,53
d.Pembiayaan Daerah

a) Penerimaan Rp71.549.538.838,87
b) Pengeluaran Rp62.300.000.000,00

Jumlah Pembayaran Netto Rp9.249.538.838,87

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp117.276.121.862,40

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. Belanja Transfer 

1. Transfer Bagi 

Pendapatan 

a) Transfer Bagi Hasil 

Pajak Daerah 

b) Transfer Bagi Hasil 

Hasil 

Pendapatan 

Lainnya 

2. Transfer Bantuan 

Keuangan 

a) Transfer Bantuan 

Keuangan ke 

PEMDA Lainnya 

b) Transfer Bantuan 

Keuangan ke Desa 

Jumlah Belanja 

Transfer 

SURPLUS/ DEFISIT 

d. Pembiayaan Daerah 

a) Penerimaan 

b) Pengeluaran 

Rp1.187.178.182,00 

Rp513.659.682,00 

Rp485.000.000,00 

Rp137.494.211.160,00 

Rp71.549.538.838,87 

Rp62.300.000.000,00 

Jumlah Pembayaran Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 

Pasal 2 

Rp139.680.049.024,00 

Rp108.026.583.023,53 

Rp9.249.538.838,87 

Rp117.276.121.862,40 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 12 September 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 12 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,

EDY PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 20

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito 

Selatan. 

Ditetapkan di Buntok 

pada tanggal 12 September 2023 

Pj. BUPATI BARITO/SELATAN, 

DEDDY WINARWAN 

Diundangkan di Buntok 

pada tanggal 12 September 2023 

Ng 1 PURGATO 1 
NO SEA 

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 20 
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